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ABSTRAK 

Jazill, M. Syukron, 2023. Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin 

Di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Skripsi Program Studi Hukum 

Keluarga Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1 : Humaidi, M.Hi. 

Pembimbing 2 : Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H. 

 

Kata Kunci : Implementasi, Bimbingan Perkawinan, Calon Pengantin, KUA 

Negara Indonesia mengatur tentang Perkawinan yang disusun di dalam 

UU Nomor 1 tahun 1974. Perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang 

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", 

sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 

yang merupakan salah satu undang-undang di Indonesia yang memenuhi 

keinginan masyarakat dan memberikan dasar hukum materiil untuk perkawinan 

(Muhdlor, 1995). 

Kementerian Agama memberikan layanan bimbingan perkawinan calon 

pengantin yang dikenal sebagai Bimwin Catin. Tujuan dari program ini adalah 

untuk memberi Catin pengetahuan dan keterampilan hidup yang diperlukan untuk 

mengelola dinamika perkawinan keluarga dan reproduksi yang sehat, memiliki 

pengetahuan, fisik, dan mental yang diperlukan untuk memasuki jenjang 

perkawinan dan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah,  warahmah dan 

untuk mengurangi angka perceraian. (Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, 2021). Fokus penelitian dalam 

pembahasan skripsi yang diajukan yaitu : 1) Bagaimana Implementasi Program 

Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten 

Malang?, 2) Apa saja kendala Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon 

Pengantin Di KUA Kecamatan Dau? Dan 3) Apa upaya KUA Kecamatan Dau 

dalam mengaktualisasikan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin?. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu 

penelitian deskriptif yang menggunakan yuridis empiris. Metode deskriptif 

memungkinkan penelitian untuk mempelajari dan memahami keadaan dan kondisi 

suatu objek dengan menggunakan teknik seperti wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian ditelaah kembali untuk 

menghasilkan teori dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data 

utama dari penelitian ini berasal dari Kepala KUA Kecamatan Dau. Sumber data 

sekunder dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan untuk melengkapi 

atau mendukung data primer, yang berasal dari sumber internal dan eksternal. 

Sumber-sumber ini dapat digunakan untuk memberikan informasi dan mendukung 

penelitian. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bimbingan perkawinan 

calon pengantin (Bimwin Catin) di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang, 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Implementasi Program bimbingan 

perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Dau sudah terlaksana sebanyak 3 

angkatan dengan jumlah 30 Orang (15 Pasang calon pengantin) per angkatan pada 

tanggal 16 Februari 2023, 13 April 2023 dan 14 Juni 2023, 2) Kendala 

pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Dau 

adalah belum diwajibkannya program bimbingan perkawinan calon pengantin dan 

kurangnya anggaran dari pemerintah sehingga tidak semua calon pengantin 

mengikuti bimwin Catin dan 3) Upaya KUA Kecamatan Dau dalam 

mengaktualisasikan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin adalah memberikan 

nasihat-nasihat kerumahtanggaan dan perkawinan pada saat pemeriksaan berkas 

pendaftaran kehendak nikah (Jomblok’an) secara “face to face”. 
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BAB I PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Perkawinan atau pernikahan adalah sunah rasul yang berlaku untuk 

semua makhluk-Nya. Agama Islam telah mensyariatkan pernikahan dan 

menetapkan sejumlah aturan tentang pernikahan yang menjadi dasar untuk 

melindungi masyarakat dan menciptakan keharmonisan dalam rumah 

tangga, menumbuhkan kebaikan, dan menjaga etika. Pernikahan hanya 

dapat berhasil jika masing-masing pasangan telah melakukannya dengan 

baik (Aminuddin, 1999 : 9) . 

Perkawinan adalah fondasi awal bagi umat manusia untuk 

membentuk keluarga yang sehat dan melahirkan anak-anak yang baik, 

yang memungkinkan masyarakat untuk tumbuh, kuat, berkembang, dan 

maju. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya pilihan individu tetapi juga 

kewajiban sosial. (Ramulyo, 2004 : 7) 

Perkawinan adalah ikatan seumur hidup yang sakral. Oleh karena 

itu, perkawinan memerlukan perencanaan fisik dan mental yang baik. 

Untuk memasuki gerbang rumah tangga, kematangan jiwa sangat penting. 

Perkawinan menjadi hal yang sangat sakral dalam kehidupan, sehingga 

mengakibatkan bahwa seseorang akan tinggal bersama pasangannya 

seumur hidup. Oleh karena itu, perkawinan membutuhkan perencanaan 

fisik dan mental yang baik. Untuk memasuki gerbang rumah tangga, 

kematangan jiwa sangat penting dan berarti bagi pasangan calon 

pengantin. Pasangan Catin yang beragama Islam dapat mengikuti instruksi 

perkawinan yang 
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dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama 

sebelum menikah. 

Dari tahun 2009 hingga 2021, undang-undang yang mengatur 

bagaimana pasangan calon pengantin (Catin) dan remaja yang memasuki 

usia menikah dapat mengikuti bimbingan perkawinan. Kementerian 

Agama Republik Indonesia, Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, 

membuat peraturan ini. Peraturan ini dibuat dengan tujuan meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga 

sehingga mereka dapat membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa 

rahmah dan mengurangi jumlah perceraian, perselisihan, dan kekerasan 

dalam rumah tangga. 

Negara Indonesia mengatur tentang Perkawinan yang disusun di 

dalam UU Nomor 1 tahun 1974. Perkawinan adalah "ikatan lahir batin 

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa", sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan salah satu 

undang-undang di Indonesia yang memenuhi keinginan masyarakat dan 

memberikan dasar hukum materiil untuk perkawinan (Muhdlor, 1995). 

Sedangkan, pernikahan dalam agama Islam memiliki pengertian 

nilai ibadah, di dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang 

merumuskannya bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah 

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk 

menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”. 
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Tujuan pernikahan secara jelas dijabarkan dalam Al-Qur’an dan hadist 

Nabi, yaitu di dalam surat Al-Rum ayat 21 

   ۚ نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحَْ ةً  هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلِيَ ْ

  ۚ رُون لِكَ لََياَتٍ لقَِوْمٍ يَ تَ فَكَّ  إِنَّ فِ ذََٰ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untuk mu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya 

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” 

(Kementerian Agama, 2017: 210). 

Keluarga adalah salah satu organisasi yang ada dalam kehidupan 

sebagai perantara penentu baik-buruknya masyarakat atau generasi yang 

akan datang. Keluarga adalah tempat belajar pertama bagi semua orang, 

jadi setiap orang harus mendapatkan pelajaran pertama yang baik. 

Keluarga seperti ini ideal karena jauh dari pertengkaran dan pertikaian, 

menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, damai, dan saling 

menyayangi. Dalam Islam disebut sakinah mawaddah warahmah. Dalam 

Islam dinamakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. 

Dalam membangun keluarga yang ideal sangat dibutuhkan 

pengetahuan yang matang dari anggota keluarga khususnya suami dan istri 

terkait hak dan kewajibannya masing-masing. Jika salah satu anggota 

keluarga tidak memahami sepenuhnya posisi dan tanggung jawab masing-
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masing, sulit untuk menyelesaikan perselisihan, pertikaian, atau masalah 

lain yang mengganggu keluarga,  dan akhirnya tidak sedikit pasangan 

yang berhasil mempertahankan rumah tangga mereka sehingga terjadi 

perceraian. 

Pendewasaan diri bagi pasangan yang akan menikah sangat 

diperlukan untuk mencapai tujuan yang mulia tersebut, maka perlu 

persiapan yang matang bagi calon suami dan istri yang hendak membina 

keluarga. Oleh karena itu, pasangan calon suami istri harus diberikan dan 

nasihat perkawinan untuk membangun fondasi rumah tangga untuk 

mengatasi berbagai masalah, sehingga tidak terjadi perceraian. Dalam 

rangka meminimalisir angka perceraian, Kementerian Agama RI 

menggagas rumusan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin 

(Bimwin Catin) yang tertera dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dengan maksud dan tujuan untuk 

meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga 

dan mengurangi jumlah perceraian, perselisihan, dan kekerasan dalam 

rumah tangga. 

Dengan munculnya standar untuk Bimbingan Perkawinan Calon 

Pengantin, peraturan khusus untuk kursus calon pengantin semakin jelas. 

Merupakan bukti bahwa pemerintah benar-benar peduli dengan tingkat 

perceraian yang tinggi dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

di Indonesia. Hal ini menunjukkan fakta bahwa banyak pasangan 
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pengantin muda belum memahami semua aturan pernikahan. Pemerintah, 

dalam hal ini Kementerian Agama, menetapkan peraturan untuk 

mengajarkan calon pengantin karena pemahaman mereka tentang prinsip-

prinsip pernikahan sangat rendah. 

Lembaga yang ingin menyelenggarakan kursus pranikah dapat 

menggunakan peraturan ini, namun mereka tidak menunjukkan bahwa 

masyarakat harus mematuhinya. Oleh karena itu, setelah peraturan ini 

berlaku, penting untuk melakukan penelitian tentang penyelenggaraan 

kursus pranikah di masyarakat untuk mengetahui bagaimana program 

dijalankan, minat dan tanggapan masyarakat terhadap program tersebut, 

dan kesiapan lembaga. 

Dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang yang berada di Jalan Raya Sengkaling No. 66, 

Sengkaling, Mulyo Agung Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Hasil 

wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Dau 

Abdul Rasyid, S.Ag. terhadap Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Bahwasanya pelaksanaan 

Kursus Pra Nikah atau Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA 

Kecamatan Dau sudah berjalan namun belum sesuai dengan ketentuan 

yang ada di Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021, dilihat 

dari pelaksanaan Bimwin Catin hanya dilakukan tiga angkatan selama 

Tahun 2023, dan tidak semua calon pengantin di KUA Kecamatan Dau 
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mengikuti Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin karena terkendala 

biaya, akan tetapi KUA Kecamatan Dau telah melakukan upaya agar Catin 

yang tidak mengikuti Bimwin Catin tetap bisa menerima wawasan tentang 

bimbingan perkawinan calon pengantin dengan cara memberikan nasihat-

nasihat tentang kerumahtanggaan dan memberikan materi Bimwin Catin 

kepada calon pengantin pada saat mengumpulkan berkas kehendak nikah 

secara face to face (Jomblok’an). 

Dari hal ini peneliti menilai perlunya evaluasi pelaksanaan kursus 

calon pengantin atau bimbingan perkawinan khususnya di KUA 

Kecamatan Dau, sebagai upaya untuk meminimalisir angka perceraian. 

Maka dari itu kebijaksanaan dan kesadaran pihak penyelenggara dan para 

calon pengantin sangat diperlukan untuk kegiatan ini. Berangkat dari 

uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti dan membahas 

permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “Implementasi 

Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang”. 

B. Fokus Penelitian 

Dari uraian konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian yang 

dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang? 

2. Apa saja kendala Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon 

Pengantin Di KUA Kecamatan Dau? 
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3. Apa upaya KUA Kecamatan Dau dalam mengaktualisasikan 

Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin? 

C. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian adalah:  

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi Program Bimbingan 

Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten 

Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan kendala Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan 

Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Dau. 

3. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan 

Dau dalam mengaktualisasikan Bimbingan Perkawinan Calon 

Pengantin. 

D. Kegunaan Penelitian 

Berangkat dari tujuan penelitian di atas, maka kegunaan dan manfaat 

yang diharapkan adalah: 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu hukum. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hukum 

khususnya tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. 
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c. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Agama Islam 

Universitas Islam Malang, khususnya penerapan ilmu yang sudah 

didapatkan dari masa perkuliahan. 

d. Menambah pengetahuan, khazanah ilmu, dan pertimbangan bagi 

para calon pengantin. Selain itu, Surat Edaran Peraturan Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 189 Tahun 2021 

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon 

Pengantin mengamanatkan bahwa peserta calon pengantin harus 

mengikuti Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan. 

2. Secara Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang 

jelas terhadap implementasi BIMWIN CATIN bagi Pasangan yang 

akan melaksanakan pernikahan. 

b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa 

Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang. 

c. Sebagai sarana untuk menyebarkan informasi tentang adanya 

program pembinaan dan bimbingan perkawinan bagi para calon 

pengantin dan untuk meningkatkan pemahaman tentang 

keuntungan yang akan diperoleh khalayak umum, terutama para 

remaja yang sudah menikah dan calon pengantin yang akan 

melangsungkan pernikahan. 
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E. Definisi Operasional 

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan mencegah pembaca 

menafsirkan judul penelitian secara salah. Oleh karena itu, Anda harus 

memberikan definisi operasional dari ide atau variabel yang dibahas dalam 

skripsi ini, yaitu; 

1. Implementasi : Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi 

adalah pelaksanaan atau penerapan. Definisi lain dari implementasi 

adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki 

efek atau pengaruh pada sesuatu. 

2. Bimbingan Perkawinan : Pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah 

tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. 

3. Calon pengantin : CATIN atau Calon Pengantin menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia merupakan istilah yang digunakan pada wanita usia 

subur yang mempunyai kondisi sehat sebelum hamil agar dapat 

melahirkan bayi yang normal dan sehat serta Calon Pengantin laki-laki 

yang akan diperkenalkan dengan permasalahan kesehatan reproduksi 

dirinya serta pasangan yang akan dinikahinya 

4. Kantor Urusan Agama : Kantor Urusan Agama : Menurut Wikipedia 

Kantor Urusan Agama (disingkat KUA) adalah kantor yang 

melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di 

kabupaten dan kota madya di bidang urusan agama Islam dalam 

wilayah kecamatan. 
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BAB VI PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan “Bimbingan Perkawinan 

Calon Pengantin (Bimwin Catin) Di KUA Kecamatan Dau” Kabupaten 

Malang, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Implementasi Program bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA 

Kecamatan Dau sudah terlaksana sebanyak 3 angkatan dengan jumlah 30 

Orang (15 Pasang calon pengantin) per angkatan pada tanggal 16 Februari 

2023, 13 April 2023 dan 14 Juni 2023. 

2. Kendala pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA 

Kecamatan Dau adalah belum diwajibkannya program bimbingan 

perkawinan calon pengantin dan kurangnya anggaran dari pemerintah 

sehingga tidak semua calon pengantin mengikuti Bimwin Catin. 

3. Upaya KUA Kecamatan Dau dalam mengaktualisasikan Bimbingan 

Perkawinan Calon Pengantin adalah memberikan nasihat-nasihat 

kerumahtanggaan dan perkawinan pada saat pemeriksaan berkas 

pendaftaran kehendak nikah (Jomblok’an) secara “face to face”. 
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B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran 

kepada pihak yang terkait dalam pembinaan ini : 

1. Kepada Pemerintah (Kementerian Agama) 

a. Mewajibkan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon pengantin; 

b. Menambahkan Anggaran Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan 

Calon Pengantin 

2. Kepada KUA  

a. Untuk memastikan bahwa semua materi penting yang dibutuhkan 

calon pengantin disampaikan dengan tepat dan dapat diterima 

dengan baik oleh mereka, jangan terlalu buru-buru untuk 

menyampaikan materinya. 

b. Menambah fasilitas yang diperlukan untuk menyelenggarakan 

Bimwin Catin agar peserta memiliki pengalaman yang lebih 

nyaman dan efektif. 

c. Memberikan materi dalam bentuk soft copy atau foto copy agar 

peserta calon pengantin dapat mempelajarinya di rumah mereka 

sendiri. 

d. Melakukan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dalam forum 

formal secara mandiri. 

e. Melakukan survei hasil Bimwin Catin. 



 
 

 

C. PENUTUP 

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, yang telah 

memberikan Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Fakta bahwa ada banyak 

kesalahan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini adalah hal yang wajar 

bagi manusia. Hal ini karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Sang 

Pencipta, sedangkan kesalahan datang dari penulis sendiri. Karena skripsi 

ini adalah karya penulis sendiri, pasti ada banyak kekurangan. Oleh karena 

itu, sangat diharapkan kritik dan saran yang bermanfaat. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah 

membantu menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Semoga skripsi ini semoga bermanfaat bagi penulis dan para 

pembaca pada umumnya. 
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